


I

5

berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya'

Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut

maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan

Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu

dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan

kebutuhan masyarakatnYa.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk

mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit

mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan

wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan

Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja

setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada

setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat

Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan

Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk
tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan

besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang

efektif dan efisien.
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Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta

hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai

pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota

dewan pada saat penyampaian pandangan umum,

fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat

Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses

pembahasan maupun sebelumnya telah banyak'

mendapat mas,rkan/saran yang menurut kami

merupakan input yang positif dalam penyempurnaan

Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan kami dalam merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan

dan Susunan Organisasi perangkat Daerah
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Kabupaten Rembang melalui Sidang Oer,van yang
terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.
Wassalamu' alai ku m Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



BERITA ACARA

NOMOR I sOO ftgd 2016
NOMOR : 900 ltti9l 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Rabu tanggal Empat Belas butan september Dua Ribu Enam Betas
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk
dsn atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro
No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA ,

: Wakil Ketua Dewan Penvakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

2. H. GUNASIH,S.E.

3. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan perwakitan Rakyat Daerah
Kabttpaten Rembang .

4. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan penarakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, s€lanjutnya disebul sebagai ptHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetah membahas dan menyetujui
Rancangan Poraturan Deerah Kabupalon Rombang tontano pembenttrkan dan
py..rnql Perangkat Daerah.Kabupaten Rembang monjadi peiaturan Daerah yang
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan
Bofragaimana lorlrrang parla calalan lerlampir horila acara int,



2. PIHAK PERTAMA akan monyampaikan kepada Gubemur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambat-rambatnya 3 ( tiga ) hari te4a seteia'n oitanoatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian^ Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oreh kedua berah pihak daramrangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan seUaiarmana mestinya.

BUPATIREMBANG

Rembang, 14 Sebtember 2016

WAKIL KETUA

M. BtSRtC

WAKIL KETUA KABUPATEN



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAK\ i..I I)T\ERAH
KABUPATEN REMBANC

NOMOR IB TAHUN 20 I6

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANCI\N I 
)E RATURAN

DAERAH TENTANC PEMBENTUKAN DAN SUSUTINI )EIIANGKAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAI.]IIAH
KABUPATEN RIiMBAN(i :

DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

a. bahwa untuk melakyn3kan k.t.l.,tu^n pasal 3 ayat (1)Peraturan pemerintah 
, 
Nomor r8. i;;r;*1016 tentang

lerangkat Daerah, perlu me,.,etal,r."n e.r^iuran Daerahtentang Pembentukan dan Susunan nerangf.at DaerahKabupaten Rembang:

b. bahwa untuk maksud tersebuti pada huruf a perlupersetujuan Dewan perwakilan Rakl,.ar O"e.af, fabupatenRembang yang ditetapt.an ,t.nga,, 'n.;;;';, 
DewanPcru,akila rr Rak.ya t t)aciah l(;r I r t r pirr r, rr li,,;;l;;;;

I Pasal l8 ayat (61 Undang Unciarrg l);rsar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor t3 t.ahun l95O tentangPembentukan Daerah _rlaeralr habupaten dalamLingkungan propinsi Jau,a Tenga l.

3. Unclang-Undang Nomor 1.2 .l.alrLrn 201I tentang
Pem betr tu katr peratu ran pcru n rj;i ., g_,, n clangal ;

4. Undang-Untlang Nornor 23 Ialrrrn 20t4 tentangPemenntaharr Daerah se.bagaima,rra rr:lah diubah UeUerapikali_terakhir dengan Und-a;rg-[ir rclz,;;-N;;o, 9 Tahunzu r D tentang perubahan Ked r.r a atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang p,merintahan Daerah;

Petaturan Penrcrintah N<tn1rr : q .l.irhun 2016 tentangI'crangl<at D:rt:r.;rlr ;

l)craturan L)t:r+,an I)erw.alirlatr lr,li,,.rl [)aerah Kabupatcnllernbang Nomor 0l Tahurr 2()r.r r,,.,L"! 'fata 
Tertib

5.
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Dewan. perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diuba} de.rgarr peiaturan Dewanperu,akilan llakyat Daerah Kabulratr:rr Rembang Nomor 0lTahun 2OjS tentang pefubahan peraturin Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabul,aten Rembang Nomor 01
Tahun 2014 tentang Tata Tertib t)eu.an perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang

Memperhatikan : 1. Laporan parritia l(husus Dcu ar.l penvakilan Rakyat
Daerah l(al>upatcn Rcrr.:ban6. i;r;trr:al I4 September
2016.
Pendapat fral<si- liaksr Dcr,, ; r

Daerah Kabupaten Rembang.
20t6.

3. Pembicaraan-pembicaraan di r am ,rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Dae:-,rh l(abupaten Rembang
tanggal I4 September 2016

MEMUl'USKAN

Menyetujui Peneurpan liancangarr p,.,u,I.,,.un Daerah tenLangPembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah KabupatenRembang sebagaimana terlampir . ",

Menyerahkal proses peltetapan Ranc;rrrgan peraturan Daerahsebagaimana diktum .pEiTAMA Ii, p'ul;; ini menjadiPeraturarr Daerah Kabupaten n"", flr"i,"- f."p.au BupatiRembang ,

Keputusan ini mulai berlaku sejal< ranl,ilqal (liretaplGn.

Diteutpl<,rrr <ir Rembang
Pada ta rr gga t. I a September 20 I 6

2. r Pcrrvakrjan Rakyat
iarrggal l4 Septernber

Menetapkan:
PERTAMA :

I(EDUA :

KETIGA :

i)lil?WA[ ] l.A l',j IiAt(YAT DAIiRAI.I
sojffiQUPA ltiN RITMBANC
1-\\e\tax,lJGtua,

iffir )\'\r,*\ L

't#ir;' ,t.ix5 . .\..



krnrpiran : Keputus:rrr' l)lll{l) Kabupaten Rembang
Nomor : r9 lahr.rrr 2Ol6
Tan6a,irl : t't Sr'ptcrnbcr 2016

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN REMBANG
NOMOR..,l9...reuuN 2(f 16

TENTANG

PEMBENTUI(AN DAN SUSUNAN. PPNA.IICI{AT
DAERAH

I{ABUPATEN REMBAITG



BUPATI RI'MT}ANC
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATDN RIiMI]ANC

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
I

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN I'EI{ANC(^'I' I )AI,RAII
KABUPATEN REMBAN(i

DENCAN RAHMATTUHAN YANC MAI.IA L,SA

BUPATI REMBANC,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kr.tenr uan pasal 3 ayat (l )Peraturan pemerintah Nomor lg l':rhurr 20l6 tentang
Perangkat Daerah, perlu rrenctitl)1.;rn l)r:raturan Daerah
tentang Pembentukar.r dan Susur.r.rn i,erangkat Daera-I-r
Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Pasal I 8 avat (6) Undang - J rrriang Dasar
Republil< lndonesia Tahun I945:

2. Undang-Un<lirng Nomor I.i .' ithrrrr lgSO
Pembentukan Daerah - <laer,:th Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jau,a Teng:rtl r :

Negara

tentang
dalam

3. Undang-Undang Nomor i2 "ahun 2Oli. tentang
Pembentukan Peraturan Pen nciang - undangan
(Lembaran Negara Repu blil< l:r donesia Tahun 20 I I
Nomor 81,'l'irrrrlrrharr l;'nrlrrrr.:rrr Negara Republik
lndonesia N<lmor 5234); ,

4. Undang - Undang Nomor 23i .fahun 2Ol4 tenrang
Pemerirrtaharr Daerarh l.crnlxrl;rn Negara Republif
lndonesia Tahun 2014 Norrror. 2 j.l, ,l.an:bahan 

Le mbaran
Negara Republik Indonesia Norror S5g7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terlirkhir dengan [ndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 te..tang perubahan Kedul
atas Undang - Un<larrg Nonror .23 ,1.;llrun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah (Lernbirr.irn Negara Republili
Indonesia Tahun 2015 Nomor .5i, .l.am 

ba--han Lembaran
Negara ltcpulrlik lnrlonr,si;r Norrrr,r ljf,'/());



5. Peraturan Pemerintah NomorlS Tahun 2016 tenung
Perangkaf Daerah (Lembaran Ne,]ara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan l)ersetujuan Bcrsa rnrr

DEWAN PERWAKILAN RAKYAI' DAtiRAII IiAi3U'''\TI..N REMBANG' dan
BUPATI REMBANCi 

:

MDMUTUSI(AN
,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG . PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KAt}UPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah inr -r'ang dilmaksud dengan :l. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Kabupaterr a<jalalr I)etrrerrntah
Rembang.

Bupati adalah Bupati Rembar.rg.

Kabu paten

3.

4.

5.

6.

7.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Deu.;rn perwajcifan nary?t
Daerah Kabupaten Rembang. 

l

Dinas Daerah adalah l)rnas i)aerah Kabupaten
Rembang.

Badan Daer ah adalah l]aria r-r I)aerah Kabupaten
Rembang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, sel.injutnya disebut UpTD,adalah unsur pelaksana relnis- Dinas yang
melaksanakan sebagian kegiatun teknis operasionaJ
dan/atau kegiatan tekrrrs p<:rrun an,l tcrtentu perangkat
dacrah induknya.

Unit l)elaksilna 'l'ehnis Badar:, selanjutnya disebut
UI']TB, ardalah unsur pelal.isani. tcknis' Baian untuk
melaksanakarr sebagian l<r:giar rn teknis operasional
dan/atau kcgiatan tel<nis pcnurr :rnli tc,rtentu perangkat
daclah indulinla.

8.
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PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANC I..AI' DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat []aera)t dengan susunall
sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaterr liembang merupai.;ur Sekretanat Daerah
Tipe B;

Sekretariat DPIID nrcrupakan Selirctariat Dl'lll) -l'r1 r' It

Inspektorat Kabupaten Rembirng mcrupi.rkar:t lnspi lirorat Tipe A;

Dinas Daerah, terdin atas:

b.

c,

d.

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga T:1>e .\ menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dan lr fl2ng kepemudaan dan
olah raga;

2. Dinas Kebudayaan tian Pirriu,is;rta, Trpe 13 ;n , llr.ienggarakan urusan
pemerintaharr birlang licl_rrtrlirr;t;ur rl:rrr irrti;utg r r.r,.r rs:lta,

3. Dinas Kesehatarr Tipe R rrerrl,elenggaral<an ur.itsarr pemerintahan
bidang kesehatan;

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan <Jan relu;rrga Berencana TipeA menyelenggarakan urusan pemeiintaharr t;,,iang losiar J^n-tia-gpemberdayaan perempuan dan perlrnclung,; n anak dan bidangpengendalian penduduk dan keluarga berencarr,r.
5. Dinas Kependudukan dan.pencatatan Siprl T,pt, 13 rnenyelenggarakanurusan pemerintahan bidang admjnistrasr kependudukli danpencatatan sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T;pe [3 menyelenggarakan

urusan pbmerintahan bidarrg pemberda.vaa,r mis),arakat i"" a?*;- 
-

7. Satuan Polisi pamong l.)ra.ja .l.ipe Ct merrleienggarakan urusaxpemerintahan bidang licten tcr;rmarr, lir:ri:rtrlran- umum J"r_,perlindungan masyarakat sutr u'usan l<eren ('r'anlan dan ketenibanumum dan su b urusan kebaliar.;ur;
8' Dinas Penanaman Modar,'r'enaga lierla, r\opc. rsr rra, usaha i(ecir danMenengah f ipe A menyerenggirakar u,-,iso,, 1>r-,mcnntahan bida:rgpenanaman modal dan 

.penyelenggaraan pelai.anan penjinan, b;;;gtenaga keda dan bidang koperasi, usaha kecil ,1n,., ."ne.,i"h;
9, Dinas Perindustrian 

. 
dan perdagangan .fip,: 1 rnenyelenggarakanurusan pemerintahan bidang perind u srrian d ar r biclan g p..O.gi-"g.",-

10. Dinas I(omunikasi dan Informatika Trpc C m(.r\ clenggaral<an urusanpemenntahan bidang komunil<asi dan rnlol.ir,alili;r. 
*bidang 

.,uuautdan bidang persandiarr;

l l Dinas Pekerjaan Umurn.dan r)cnataa. Rr,rrg'r'r,r, lJ rnenyelenggarakal.)urusan pemerintahan bidang pekerjaan ,.r.,, cjnn p.n"ti"n ffi;;; -
12, Dinas Perumahan da, l(aw;rsirn pcrmukimar-r T.il)e (: rnenyelenggarakanurusaJr pemerintahan bidang perumahan darr keri'asani p.;i;k;;dan bidang pertanahani



13. Dinas Perhubungan Tipe B rnenvelengganil<a r lrrusan pemenntahan
bidang perhubungan;

14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B rnenvelenggaraka:r urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;

15. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A mer-r1'elenggarakan urusaJr
pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B merr.r e)errggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;,

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C menl elenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan'bidan g kearsipan.

e. Badan Daerah, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembarrgunarr Daerah Trpt.A n:elaksanakan fungsi
penunjang perencanaan dan penunjan g pen e) : r i;r :-r ri an pengembangan ;

2, Badan Kepegawaian Daerah Tipe B rnelaksan.rkerrr fungsi penun1ang
kepegawaian ;

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan <l;:rr Aset Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penun jang keuangan.

l)asal 3

(l) Selain perangkat daerah scbagairnana rirmar., iurr rialam pasai 2,kecamatan ditetapkan sebagai 1x:rringkat <latr;rlr

(2) Kecamatan sebagaimana climaksud pada ayat ( lla. Kecamatan Rembang dengan fiie A; "
b. Kecamatan Kaliori a1"ga"- ripe i; '

c. Kecamatan Sumber dengan rip. A;d. Kecamatan Elu lu dengan tipe R;e. Kecamatan Sulang dengan Tipe A;f. I(ecamatan C unc.m dt:rigar, .t.rp,, 
n';g. Kecamatan pamotan rlengirrr ,i.ip,, 

A;h. Kecamatan pancur cJcngan Tipe A;i. Kecamatan Lasem de ngin ,l.ipe 
A;j. Kecamatan Sluke dengan,l.ilie A;k. Kecamatan Kragan dengan iip. i;l. KecaJnatan Sarang dengan Tipe A;m. Kecamatan Sedan dengan Tipe A;n. Kecamatan Sale dengan Tipe A.

tc'dirr dari;

Pasal 4

(1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagran
dibentuk Kelurahan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksu<l i);r(la a,\.al (t)a. Kelurahan Ku toharjo.
b. Kelurahan Leteh:
c. I(elurahan Sidowavah:
d, l(elu rahan [.trr:ar.,
e. I(elurahan Tanju ngsari;f, Kelurahan Magersari;
S. I(elurahan Cegunung l( u lon.

u gas Camat Rembang

t(' (lin atas:



Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenar kedudukan,
fungsi, serta tata keqa pirangkat Daerah
ditetapkan dengan peraturan Bupati.

su su n..r) organisasi, tugas dan
dan u r it kerla di bavzahnya

I)asa I 6

Dalam menetapkar'l besara, d,rr susurr;rn or.Ba.r:;,isr ,erangkat Daera,r,Bupati harus memperhatikan azas:a. Urusan Pemerintahan yang menjadi keu,enang;rn tilaerah;b. Intensitas Urusan pemlriniafran a"" p"t.""i l)aer;rh:c. efisiensi;
d. efektivitas;

9. pembagian habis rugas;
l. rentang kendali:
F tata kery'a yang jelas; danh. flcksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UPID DAN UZIT]

pa sal 7

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk LtmD / UplB.
UYID / UPTB sebaeaimana dimaksud pada a.va I ( I) dibenruk untukmelalcsanakan sebagii r.egratan ieG* 

""I"",""r, (lan/ahu kegiatan teknispenunj an g terten t u pe ran gk-a t d". ;il ; ;;;f,; ;r' "' "

l);rs:rl tJ

(l) Selarn UpTD sr:lt,taim.na dirnalisLrd cial;rrn I,;rs, rl ,. rrrrdapat UplD dibidang pendid ilian t"r, p, satu.lri pt:nrl i<l i Jia r r

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pai a ayat (1) berbentuksatuan pendidikan formal Ian nonfo,rnui""" :

(3) Satuan pendidikan sebagarmana dimaksucl pada a.,at (tJ berkedudukan dibawah Dinas Pendidikanl P.;;;. ;;;;;; r*..^

l,;ts;r I (J

(l) selain UptD sebagainrarra di,aksua dararn I'as, r 7,, rerdapat uprD diolclang kesehatan berupa rurnah sakit ,ru,, ,;rer.h dan puskesmas
:::i,fl#::,""Tli'""'' i'"'"iro;';;'';;;,,;;ii,, trr r r;rr.rran yang be)tcrja

(1)

(2)
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(21 Dalam hal Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindurrgar Masya-rakat
Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada a1'at (l) tergabung
dengan urusan pemerintahan lain, perangkat tlaerah tersebut hanya
melaksanakan urusan pemerintithatt di bidang kesatuan bangsa dan
politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemenntaha r tlr bidang kesatu;rn
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud parJ a a.vat ( 1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral: Kabupaten Rembang
sampai dengan ditetapkann.ya peraturan peru ndartg-undangan yang
mengatur pelaksanaan urusa,r pcmerintah;ir-r unru rr).

l)asal 1.1

Rumah Sakit Umurn D:rerah dr'. li Soctlasnt; lr.alt..r1>aren Rembang ,r,ang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keila sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tuglsnla sampai dengan
dibentuknya lembaga baru sesuai dengan ketentuan pl ru n dang-undangal.

I)a sa I I 5

Badan Penanggulangan tientana l)irt'ralr Ktrbr"rpirtt.rr li. rnlrirng yang terbentuk
dengan susunan organisasi dan rala kerja sebclum per.aruran Daerah ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya saml);r: dr:rrgan dibentuknya
perangkat daerah baru yang melaksanakan su I) rr' Llsirn bencana sesuai
dengan ketentuan peru ndang- undangan.

Pasal I 6

Pada saat mulai berlal<urnya Per:rturan Daer.irlr rrrr. 1r1:rl:al ya,g acia temp
menduduki jabatannya dan melaksarrakan rugai,r)).a sampai dengan
ditetapkannya pejabat yang baru bcrdasarl<an Pcraturarr Daerah ini.

l'asal I 7

il r, sel;agaimala diarur
.larrrr;rn 2017.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal I 8

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, m:,lia
a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No'mor l2 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Iierja Per;rngliat [)aerah Kabupaten
Rembang (l,crnbaran Dacr;rh l(al>upatcrr llr'rnlr,rrrg l'ahun 2008 Nomor
12, Tambahan lrmbaran l)acrah Nornor.gO):

Pelaksanaan tugas pokok dan furrgsi yx'rarrgkar rlat r:
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakarr nrulirr tangqal I



b. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomoi l l'ahun 2012 tentanS
Perubahan Atas Peratuian Daerah liirbupat''n llembang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Orgarlisasi dan Tata i''er1a Perangkat Daerah

Kabupaten Rembang (Lembararr l)aerah Ka]rrtpatt'n Rembang Tahun
2012 Nomor l);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
I

(21 Semua ketentuan yang mengatur tentang orgar,isasi perangkat daerah

wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturi.nnva dengan Peraturan

Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diurr<langkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe'rgundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbar;,n Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditet:rpka r dr Rembang
pacia tarrgga I

E]IJPA"I I{IiMBANC,

ALil. Ut_ FIAF|DZ

Diundangkan di Rembang :

pada tanggal

.

HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RI.JMtsANC TAI-IUN ]01I) NOMOR
NOREG PERATURANDAERAHKABU PATEN REMBANC. :

PROVINSIJAWATENGAH: ( I I,



PF;N.,l IJLASAN
ATAS

PERATURAN DAEllAl I KABUPA'lliN RI.r"'1ll'\No

NOMOR TAHU N 201 ()

TENTANC

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANCI(,"'''O'RA'

,

I. UMUM
Undang - Undang Nomor 23 l'ahun 20li lenlang Pemerintahan

Daerah membawa perubahan -yang signilikan ' 'rhaddp pembentukan
Perangkat Daerah,.yakni dengan plinsip topar i'r.Lngsr cian tepat ukuran
(rQhtsizingl berdasarkan beban l<crjir yang sesuar lengan kondisi nyata di
masing-masing Daerah. Hal ini juga sejaian de'rrgan prinsip penataan
organisasi Perangkat Daeral-r yang . rasional. prluporsional, efektif dan
efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat Daer.ah drdasarkal pada
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri aras 5 {rima) elemen, yaitu
kepala Daerah (strategic apex), sekretans Daerrir (middte line), dinas
Daerah (operating coreJ, badanlfungsi penurrja.g (tecirnos tntcture) dan
staf penduku ng (suppo rling staffl.

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsr rrr tr /crp erating core) yang
melal<sanakan tugas dan fungsi sebagai pembanrru kr:pala Daerah dalammelaksanalan fungsi .mengaiu. .lan- mengurus '.esuai U,aar"rg Urrsar.,Pemerintahan yang diserahkan kepada bar:ra. . baik urus-a.n wajibmaupun urusan pirihan. Badan Daerarr r,elalisarakarr rungsi penunJang
(technostructttre) 5'ang meraksirnarian tugas <ian iLr.gsr sebalai 'p.muantu
kepala Daerah clalam rnelalis;r:rirl<irr., i,,r"", n1{.rg;rlr,. dan mengur-us
untul< menunjang l<clancaran pclal<sanaarr 1i rrgs , ttlt: (opet.attng core).
. Dalam rangka mewuludkan pembentui<arr i)r,.angkat DaJrah sesuai

dengan prinsip desair.r organisasi, penrbenrukan i,eralngkat Daerah Langdiatur dalam Peraturan Daerah ini c.rrdasarl<ar, pada asas efisiensi,
:f:k*i|"., pembagian habis tugas, rentang kenda,i, iata kerja yanfjuf".,
fleksibilitas, Urusanpemerintahin yung 

'n"-njudi 
rr,.,,.e,ra.gan"b"iifi, a."intensitas Urusan pemerintah;rn ,lrin pote,.,"i [Jaer; lr.

Berdasarkan Undang-Unrlarrg Nomor 23 l,alr un 2Ol4 tenlang
Pemerintahan Daerah, liepal:r l)aer.ah dil.rarrru r,telr [,erangkat Daerahyang terdiri dari unsu.r' staf, unsul' pelaksarra. ian ,,insui penunjang.unsur staf diwarlahi dirlam st,.,.rtirriar l),rt:r';r]r r:rrr srrkretariat D"pRD.Unsur pelaksana Urusan penl(:rirr t.r rla, larrg trrsr;r',rrkarrr kepada Daerahdiwadahi dalam dinas_ Daer-ah. unsui pEraksr,na trngsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi <ialam rrra<lan d".rur,. ul"r,penunjang yalrg lihusus mclaksanaliarr lLrr lisi pcmbirraarr c.laupengawasan pcnyelenggaraaD pemerintaha, l)i(.r.irl) diwadahi da.lam
inspektorat.

Kepala Din.s, I(ep.la []a<lan, Sekrclar.rs . )l,l(l), dan Inspel<tur
bertanggungjarya b keparia lrr.Pirltr l)trcr.;rlL rrrr,l; rrr Sr,Ipgtafi5 Daerah.Fttngsi Sel<retirris l)ar:r';rlt <lrrlirrrr ,r,rti,.rlll{,r,ll;r\..,,1);rl tersebut sebagarfungsi pengcrrclalizrr.r irrlmirrrstrasi ,.,,.,ri,t, r|)r,.n\(,rrrrrasi licl:cnara'administrasi. atas pert,nggu rr6i.waba, vang dr:,.rmJ>"iX". 

"f"f. 

-ii.!uf.
Dinas, Kepala lhrl'rr,.S.l<relrriis Dlrlil), 1n,.,yi,,1.r,, lir.p;rla Satuan pitisi
Pa.nrong l)r.aj u licprat.lu l(cltalu I )ut: r.al r.

Dasar utama pembentukan perangkat Dar:ral, . \;rrtu adanya urusan



pemerintahan yang cliserahl<an licPada Dac'r;tlr r;r":g rt'rdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusatr l)emerjn[al an Pilihan' Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi alas Urusan Pentertt:tahatr yang berkaitan
dengan pelayanan dasardan [Jrusan Pemerinlaharr lang tidaJ< berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian tlrLlsart pcmenntalr;ttl ilntara Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabuparen/Kota sebagaimana
dimuat dalam matriks pembagian urusan pe:rerintahan konkuren,
Perangkat Daerah mengelola unsure manajemen lang meliputi sarana
dan prasarana, personil, metode ke{a dan f, n\ clenggaraan fungsi
manajemen yang mclipu ti perencanaan, pcllgorgi:'r rsasian, pelaksanaan,
pengoordinasian, penganggaran, penga\\ ils,r r, penelitian dan
pengembangan, standardisasi, rlirrr 1>t:ngclola;rrt rnlirrnrasi sesuai dengan
substansi urusan pcmerintaha n rr.yit.

Pembentukan Perar:gkat Dacrah memp.:rtnnbangkan factor
keuangan, jurnlah penduduli, kenranrpui'n l*,rr:rngan Daerah serta
besaran beban tugas sesuai varrg disclalrl\;in ,('p.,dir Daerah sebagai
mandat yang wajib dilaksanakan oleh seti;rp Dir,'r'alr melalui Perangkat
Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perarrgkat Dacr.air dalam 3 (tiga)
tipe, yaitu Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretar at DpRD tipe B dan
Inspektorat tipe A, Dinas tipe A, Dinas tipe B, d;. r Drnas tipe C, Badan
tipe A dan Badan tipe B. Penetapan tipe perang.at Daeratr didasarkan
pada perhitungan jumlah nilai variable beban kerJ.ir. Variabel beban keqja
terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. V;rr.rabel umum, meliputi
jumlah penduduk, luas wilayah, jurnlah angB,,r.arr pendapatan dan
belanja Daerah dengan bobot sebesar 20,,1, 1d,',;, puiuh pirsen) dan
variabel teknis -vang merupakan beban u tarna der rgan bobotiebesar go%
(delapan puluh persen). Pad, tiap-tiap variabel, bark variabel umum
maupun variabel teknis ditetaPkan 5 (lima) kelas rnrerval, dengan skala
nilai dari 200 sampai dengan I .000. i

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelal<sanaan Urusan
feSeriltahln wajib yang berkaitan dengan iela-r,anan dasar, agar
kebu_tuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.oleh kare-na
itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan u ru sirrr pemerintaha-r-r wajib
berkaitan dengan pelayanan ciasar ciiwadahi riar:rr, lrerrruk clinas utama
minimal tipe C.

Dengan diundangkannya peraturan p<:merrlr:;rh Nomor 1g Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. m;tlia pt.raturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 r.r)rarg ( )rganisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabu patt:n Renrbang ietragaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupatcrr Rernbit:tg Nonror I Tahun 2012
tentang Perubahan Atas [)eral urirrr l)acrah Kabr: pirt.rr Rembang Nornor
12 Tahun 2008 tentang Org;rrris.si rl,n 'l ata l', rla pcrangkat Daerah
Kabupaten Rembang ciicabut riarr drn-r'arakan :rdirk berliku kecuair
perangkat .daerah .yang melaksanakan r.r.on y,cmcri,tahan dibidang
kesatuan bangsa dan politik sampai derrgan reralurar perundang-
undangan mengenai pelaksanaan pemerintaha, Urnunr diundangkan daln
rumah sakit umurn daerah tetap berlal<u .s;rnr:riri rlcrrgan p-eraturan
Perundang - undangan mengenai organisasi dan I'ata ilulungan Kerja
Rumah sakit Daerah <liu rrdangl<a rr, *uduh ticlak sc.;rrar iagi, oleh-karena iiuperlu ditinjau l<enrbali.

^ Se.hubungart dcrrgan hal tr:r.st,ltut, rnalt, 1tr,r.lu ,r.r.tilpka1..t l)e:.aturar.r
Daerah tentang Pembentrrkan I)an Susunan p,.r.an,lliar Direrah.



T. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jetas.
Pasal 2

Huruf a
Cukup jetas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

PasalT
Ayat (l)

lCukup jelas.
Ayat (21

Yang dimaksu<l tlt,r.rgan kirlimat
meru pakan pen<li<lil<arr cli sel<olnh 

.

teratur, sistematis, berting-kat. - 
r.j,

syarat_syarat yang jelas.
PasaiS

''S;rruan Pendidikan,
;rng diperoleh secara
rr clengan mengikuri

Cukup jelas.
Pasa19

Cukup jelas.
Pasall0-Cukupjelas.

Pasal 1l
Cukupjelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukupj elas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

I

I

i

I(AIJUPATEN IIIiMITANC N()MOR


